Vol. 01, No. 02, November 2012
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ABSTRACT:

According to the second Vatican Council, the relationship between the Church and the world is
that of two patterns in the Christian life iiself, namely the relationship between her life as a part
of the world and that of the Church. The relationship between the believers and the common life
in the state is related to moral and social responsibility. The social activities of the Church is in-
volvement, namely, participating in social struggles in order to accomplish human life and faith. It
is to develop bonum commune. The placement of defense against human at the center of Catholic
ecclesiology moves social involvement from the periphery to the center of life and the work of the
Church. The second Vatican Council strengthens the local Church as social actors. The Indonesian
bishops declare that Catholics in Indonesia is an integral part of the Indonesian nation in creating

bonum commune.
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan II
Gaudium et Spes, tentang Gereja dalam dunia
modern, artikel 75-76, menyerukan agar umat
Katolik "mempunyai pandangan yang tepat ten-
tang hubungan antara masyarakat politik dan
Gereja”! dan memahami “panggilan orang Kristen
yang khusus dan khas di dalam masyarakat
politik™. Pandangan yang tepat akan membuah-
kan sikap dan gerakan keterlibatan yang tepat
dan berdaya guna. Kesadaran yang berkobar akan
panggilan khas dalam masyarakat politik juga
akan menginspirasi tindak praktis menciptakan
bonum commune sebagai tujuan bernegara. Oleh
karena itu, pencarian pemahaman-pemahaman
yang tepat diperlukan ketika umat Katolik (seba-
gai umat dan lembaga Gereja) hadir di tengah
masyarakat Indonesia.

Melalui tulisan ini, penulis memaparkan hu-
bungan Gereja dengan masyarakat politik (ter-
utama negara) dan tanggung jawab sosial politik
Gereja Katolik (sebagai umat dan lembaga) da-
lam masyarakat Indonesia. Penggagasan atas pe-
mikiran ini digali dari ajaran para uskup Indonesia

yang tertuang dalam dokumen-dokumen Konfe-
rensi Waligereja Indonesia, pemikiran teolog
Bryan Hehir yang memajukan keterlibatan Gereja
Katolik Amerika dalam diskursus publik negara
Amerika, dan dokumen Konsili Vatikan II serta
ajaran sosial Gereja.

1.2. Rumusan Masalah

Gereja dan Negara adalah dua institusi
yang berbeda dan masing-masing otonom. Na-
mun disadari bahwa para anggota Gereja adalah
warga Negara yang mempunyai hak dan kewa-
jiban seperti warga negara vang lain. Di tengah
dinamika perkembangan dunia dan sekaligus
perkembangaan Gereja, refleksi mengenai hu-
bungan antara keduanya perlu terus dikembang-
kan. Dalam konteks Indonesia yang diwarnai
oleh pluralitas agama dan budaya, bagaimana
mengembangkan keterlibatan Gereja Katolik
Indonesia di bidang politik? Pertanyaan ini
menjadi fokus penelitian ini. Untuk menjawab
pertanyaan tersebut, penulis menggunakan doku-
men-dokumen yang ditulis dan diterbitkan oleh
Konferensi Waligereja Indonesia (KWT) sejak
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tahun 1970 sampai dengan 2009 dan mengkon-
frontasikannya dengan pemikian Bryan Hehir.

1.3. Tujuan

Ada tiga tujuan penting dari penelitian ini.
Pertama, penelitian ini bertujuan untuk men-
dokumentasi dan mensistematisasi pemikiran pa-
ra Uskup Indonesia mengenai keterlibatan umat
Katolik di tengah masyarakat Indonesia. Tujuan
kedua adalah menegaskan kembali pengajaran
para Uskup Indonesia mengenai hubungan Gereja
dan Negara. Ketiga adalah untuk memberikan
pemahaman yang tepat mengenai panggilan umat
Katolik Indonesia di tengah masyarakat politik di
Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi
pustaka dan analisis teks. Sumber pustaka utama
adalah dokumen-dokumen KWI sejak tahun 1970
sampai dengan tahun 2009 dan tulisan-tulisan
Bryan Hehir. Dokumen KWI dan tulisan Bryan
Hehir akan diteliti dengan metode analisis teks
atau analisis isi (content analysis).®* Dokumen-
dokumen yang dikeluarkan oleh KWI dari tahun
1970 sampai dengan 2009 yang bertemakan
hubungan Gereja dengan Negara akan dianalisis
secara menyeluruh untuk menemukan pemahaman
yang komprehensif mengenai keterlibatan Umat
Katolik Indonesia dalam bidang Politik. Pemi-
kiran Bryan Hehir akan digunakan untuk mem-
perkaya dan mengembangkan gagasan mengenai
keterlibatan Umat Katolik masa kini dalam
bidang Politik.

2. POKOK-POKOK PEMIKIRAN KWI
MENGENAI HUBUNGAN GEREJA
DAN NEGARA

Konferensi Waligereja Indonesia mengemuka-
kan dokumen-dokumen gerejani mengenai ke-
hidupan sosial politik sebagai pandangan para
uskup, pengajaran sebagai gembala, sikap resmi
Gereja Katolik di Indonesia dan keterlibatan nyata
dalam rupa pemikiran ke dalam diskursus publik
di masyarakat Indonesia. Pokok-pokok gagasan
yang menjelaskan hubungan Gereja dengan ne-
gara Republik Indonesia dapat dikelompokkan ke
dalam beberapa topik, yakni: Gereja mengakui
otonomi negara, lembaga Gereja dan lembaga
negara, partisipasi Gereja Katolik (sebagai umat
dan lembaga), prinsip-prinsip dasar keterlibatan
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sosial Gereja, dan persoalan khusus dalam kon-
teks Indonesia.

2.1 Gereja Mengakui Otonomi Negara

Konferensi Waligereja Indonesia secara umum
menyebut masyarakat politik “negara”. Para
uskup menjelaskan bahwa Gereja memandang
negara sebagai perwujudan dan konsekuensi
kodrat manusia sebagai pribadi sosial. Sang
Pencipta diyakini berkehendak atas pembentukan
negara supaya manusia meningkatkan kehidupan
bersama yang sudah berlangsung di dalam
keluarga dan berbagai macam kelompok.* Para
uskup menyatakan bahwa “negara ada demi ke-
sejahteraan rakyat; rakyat ikut serta secara aktif
dalam urusan negaranya; di dalam negara di-
perlukan suatu otoritas, suatu wewenang yang
diterima oleh semua; wewenang ini berdasarkan
tanggung jawab atas mandat yang diterima dari
rakyat yang memberikannya secara bebas melalui
proses demokratis™.?

Para uskup menegaskan bahwa “Gereja
mengakui otonomi negara di bidang hidup ke-
masyarakatan demi kesejahteraan rakyat seluruh-
nya”.% Otonomi yang dimaksud adalah “bahwa
negara, sama seperti nilai-nilai duniawi lainnya,
mempunyai arti sendiri, terlepas dari pembenar-
annya oleh kaidah-kaidah keagamaan; dan oleh
karena itu diselenggarakan serta berkembang
menurut hukum-hukumnya sendiri”.” Gereja
mengakui otonomi negara, yang berarti ‘tidak
menjadikan negara subordinat di bawah Gereja’
melainkan mandiri. Gereja ‘tidak mengarahkan
negara’ karena negara memiliki prosedur sendiri.
Para uskup menegaskan otonomi negara dengan
keyakinan bahwa “Tuhan mempercayakan kepada
rakyat untuk membentuk sendiri negara-negara
dan menentukan bentuk pemerintahan serta
cara konkret mencapai kesejahteraan bersama”.®
Negara yang dimaksud bukanlah negara agama,
melainkan negara konstitusional yang memiliki
hukum-hukum tersendiri dalam kesepakatan
seluruh warga negara.

Dari berbagai pernyataan KWI mengenai ne-
gara dan agama dalam negara, para uskup Indo-
nesia rupanya memahami dan mendukung negara
konstitusional dan demokratis. Konstitusional
berarti menunjuk pada pembentukan negara
berdasarkan hukum sekuler vang disusun oleh
rakyat yang berbeda-beda agama dan bukan ber-
dasar hukum agama tertentu. Demokratis yang
disinggung berarti melibatkan semua warga, de-




Vol. 01, No. 02, November 2012

ngan segala kemampuan termasuk agama yang
diimaninya. Sistem demokrasi mengatur kebijak-
an-kebijakan negara yang memberikan hak dan
peranserta sama bagi seluruh pemeluk agama
yang berbeda-beda.

2.2. Lembaga Gereja dalam Lembaga Negara

Para uskup menjelaskan hubungan Gereja dan
negara dengan uraian bahwa: “kedua lembaga,
yakni Gereja dan negara dikehendaki oleh Sang
Pencipta”; “keduanya mempunyai dasar maupun
tujuan langsung yang berbeda dan menunaikan
peranan masing-masing secara berbeda-beda
pula”; “keduanya mengamalkan peranannya da-
lam wawasan tujuan masing-masing™; Gereja
dan negara perlu menjalin “hubungan dialogal,
guna mengembangkan sikap saling menghormati
serta kerukunan™'’; dan hubungan antara ”Gereja
dan negara berlangsung dalam diri setiap orang
dan dalam seluruh umat beriman, yang sekaligus
warga negara”.!"” Kerja sama dilakukan oleh
Gereja dan negara karena “’keduanya, kendati atas
dasar yang berbeda, melayani panggilan pribadi
dan sosial orang-orang yang sama”.!?

Dengan mengutip Gaudium et Spes artikel
76, para uskup memberi penjelasan berikutnya
bahwa “Gereja yang berdasarkan tugas dan we-
wenangnya, sama sekali tidak boleh dicampur-
adukkan (atau dipandang sama) dengan masya-
rakat politik, dan tidak terikat kepada satu
sistem politik pun, sekaligus adalah tanda dan
perlindungan bagi transendensi pribadi manu-
sia”."” Pernyataan ini ingin menguraikan bahwa
pada prinsipnya bentuk sosial Gereja tidak mung-
kin disamakan dengan bentuk politik sosial mana
pun. Kepentingan Gereja dalam kelembagaan
negara adalah membela martabat manusia.

Gereja yang tidak terikat pada satu sistem
politik ini menegaskan otonomi Gereja terhadap
pengaruh kekuasaan negara. Otonomi ini men-
jadikan umat Katolik merdeka di dalam peng-
hayatan iman melalui peribadatan dan bentuk
sosial komunitas, serta bebas melibatkan diri
pada kegiatan politik di tempat mereka masing-
masing. Lembaga negara tidak berwenang “untuk
mengatur atau campur tangan dalam kehidupan
para penganut agama atau kepercayaan tertentu
sejauh mereka hidup sesuai dengan tertib umum

masyarakat™."* Para uskup menegaskan bahwa.

“negara dan Gereja merupakan dua lembaga yang
terpisah” dan mempunyai bidangnya sendiri-
sendiri, kedaulatannya sendiri-sendiri.'* Hubungan

baik Gereja dengan pemerintah hendaknya di-
usahakan dengan tetap berpegang pada prinsip
keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan rakyat.'s

2.3. Partisipasi Gereja Katolik (sebagai umat
dan komunitas) dalam Hidup Negara

Konferensi Waligereja Indonesia menegaskan
ajaran Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan II,
Gaudium et Spes artikel 42 bahwa “Kristus tidak
memberikan tugas khusus kepada Gereja-Nya
di bidang kemasyarakatan umum” melainkan
“tujuan yang telah ditetapkan bagi Gereja ada-
lah tujuan religius. Tetapi dari tugas religius
itu sendiri timbullah suatu fungsi, suatu cahaya
dan kekuatan yang bisa membantu menyusun
dan mengembangkan masyarakat”.!” Para uskup
menemukan dasar eklesiologis yang kuat bagi
partisipasi Gereja, sebagai umat dan komunitas,
dalam hidup kemasyarakatan, terutama dalam
kelembagaan negara. Partisipasi bukan demi ke-
pentingan golongan katolik, namun tujuan reli-
gius yang telah diberikan oleh Kristus.

Konferensi Waligereja Indonesia mengajak
umat Katolik bertekad “mendukung segala upa-
ya membangun pemerintahan yang makin bersih
dan berwibawa, meneguhkan badan perwakilan
rakyat yang lebih tanggap, berdaulat, dan menjaga
demokrasi Pancasila yang berperikemanusiaan,
serta memantapkan badan yudikatif yang lebih
mampu menegakkan hukum secaramenyeluruh”.'®
Usaha politik dapat dikerjakan oleh orang Ka-
tolik yang berkedudukan baik sebagai wakil
organisasi Katolik maupun golongan lain yang
tidak memakai nama Katolik. Ajakan ini secara
tegas juga mendesak umat Katolik terjun dalam
dunia politik praktis.

Namun, umat Katolik hendaknya menyadari
bahwa mereka “bicara dan bertindak atas nama
instansi mereka dan tidak atas nama umat Kato-
lik atau Gereja Katolik™.! Dengan mengacu pada
hasil Sidang MAWI 1975, para uskup mene-
gaskan “tidak menyetujui para imam melibatkan
diri secara langsung dalam percaturan politik,
kecuali bila situasi khusus memang menuntut-
nya”.?® Umat awam tidak dapat mewakili resmi
Gereja Katolik dan seorang imam tidak boleh
terlibat langsung dalam politik praktis. Wakil
resmi Gereja Katolik adalah uskup. Uskup ber-
bicara dan bertindak mewakili umat Katolik
untuk menyuarakan ajaran-ajaran moral Kristiani
dalam ruang publik. Para imam sebagai pejabat
resmi Gereja membantu tugas uskup di dalam
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pelayanan gerejani. Oleh karena itu, keterlibatan
langsung dalam politik praktis tidak pada diri
para imam, melainkan umat awam. Uskup, beser-
ta imam, menyuarakan prinsip-prinsip moral ba-
gi hidup bersama, sementara itu para umat awam
memperjuangkannya dalam tindak politik praktis.

2.4. Prinsip-prinsip Dasar Keterlibatan Sosial
Gereja: Martabat Manusia, Solidaritas,
Subsidiaritas, Bonum Commune

Para uskup menegaskan beberapa prinsip
utama sebagai pengarahan dari ajaran sosial
Gereja, yakni: (1) ”dalam segala usaha sosial, kita
menghargai manusia sebagai pribadi yang ber-
martabat”; (2) “hak asasi manusia melindungi
setiap pribadi terhadap masyarakat dan kekuasaan
negara”?; (3) “kita tidak dapat hidup sendirian
melainkan saling tergantung, maka masing-
masing mempunyai tanggung jawab etis untuk
mengusahakan perwujudan solidaritas dan bonum
commune atau kepentingan umum”?; (4) ”Gereja
mendukung partisipasi rakyat dalam proses
demokrasi™®; (5) “harus diberikan perhatian khu-
sus kepada orang-orang kecil”” karena hal ini
sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Pedoman Gereja Katolik Indonesia menge-
mukakan solidaritas dengan “penghargaan kepada
setiap manusia” dan “sikap solider itu tampil
secara jelas apabila kita lebih mendahulukan
saudara-saudara yang berkekurangan”.?® Nota
Pastoral 2004 menjelaskan solidaritas dengan
uraian bahwa ”dalam tradisi Indonesia sikap
solider terungkap dalam semangat gotong royong
dan kekeluargaan yang menurut pepatah lama
pikul. Untuk masyarakat dimana banyak orang
mengalami perlakuan dan keadaan tidak adil,
solider berarti berdiri pada pihak korban ke-
tidakadilan, termasuk ketidakadilan struktural”.?’
Bnsiklik Yohanes Paulus II, Sollicitudo Rei
Socialis pada tahun 1987 memberikan uraian
mengenai solidaritas secara lebih lengkap.?®

Para uskup menegaskan suatu prinsip lain-
nya, yakni prinsip subsidiaritas: “Apa yang
dapat dilakukan oleh kelompok yang lebih kecil,
tidak perlu dilakukan oleh kelompok yang lebih
besar. Tetapi bila kelompok lebih kecil dengan
usaha sendiri tidak mampu, maka kelompok
yang lebik besar harus menolongnya”.” Dalam
Pedoman Gereja Katolik Indonesia, para uskup
menjelaskan prinsip subsidiaritas sebagal “apa
yang dapat dilakukan oleh lembaga yang rendah
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tidaklah perlu dikerjakan oleh lembaga yang
lebih tinggi; lembaga yang lebih tinggi hanya ada
supaya membantu rakyat dan lembaga-lembaga
yang lebih bawah. Demi kesejahteraan umum,
yang lebih tinggi membantu lembaga yang le-
bih bawah”.*® Prinsip subsidiaritas ini merujuk
pada Ensiklik Paus Pius XI pada tahun 1931,
Quadragesimo Anno, no. 78-80.

Dari banyak dokumen yang diterbitkan, para
uskup selalu menyinggung tujuan usaha bersama
meraih kesejahteraan umum. Para uskup berha-
rap dapat membantu “usaha meraih cita-cita ber-
sama demi keselamatan dan kesejahteraan yang
sejati”.?! Para uskup menegaskan bahwa ”Gereja
mengakui otonomi negara di bidang kemasya-
rakatan demi kesejahteraan rakyat seluruhnya’
dan ”bahwa negara ada demi kesejahteraan
rakyat” serta umat katolik sebagai bagian inte-
gral rakyat Indonesia” bersatu dengan seluruh
bangsa “mengupayakan kesejahteraan bersama
yang lebih baik”*

Maknakesejahteraan umum ataukesejahteraan
rakyat dijelaskan lebih lanjut dengan uraian-urai-
an pada dokumen-dokumen lainnya seperti ber-
ikut ini. Kesamaan hak-hak dasar pantas untuk
diperjuangkan dengan mengupayakan “semua
anggota masyarakat harus diberi kemungkinan
untuk bersama dengan keluarganya hidup secara
manusiawi dan sesuai dengan keperluan-keper-
luannya baik jasmani maupun rohani”.** Para
uskup menegaskan bahwa “dasar moralitas ke-
hidupan politik adalah demi kesejahteraan
umum”.% Istilah “kesejahteraan umum” atau “’ke-
sejahteraan bersama” atau “kepentingan umum?”
dalam dokumen-dokumen para uskup sebenar-
nya bermaksud untuk membahasakan pengerti-
an bonum commune dalam Konstitusi Pastoral
Gaudium et Spes.”’

2.5 Persoalan Khusus di Indonesia:
Pancasila, Pemilu, Politik

Konferensi Waligereja Indonesia menegaskan
bahwa umat Katolik “menerima Pancasila sebagai
satu-satunya asas kehidupan bernegara dan ber-
masyarakat bagi tiap warga dan tiap organisasi
yang bergerak di dalam wilayah hukum Republik
Indonesia’®; sesuai dengan aspirasi umat Katolik
Indonesia sebagai insan yang beriman Katolik™;
”sebagai rumusan nilai-nilai kemanusiaan yang
luhur dan universal”®; dan “hanya atas dasar
Pancasila, pluralitas etnik, budaya, religius dan
sosial masyarakat seluruh nusantara bersepakat
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mau bersatu dalam satu negara”.* Meskipun
“agama katolik tidak dapat mengidentifikasikan
diri dengan salah satu ideologi atau pola peme-
rintahan tertentu™, tetapi umat Katolik Indonesia
mensyukuri dan mendukung pilihan Pancasila
sebagai filsafat dan dasar negara, karena Pancasila
“mencanangkan nilai-nilai dasar hidup manusiawi
sejalan dengan nilai yang dikemukakan oleh
ajaran dan pandangan Gereja Katolik”.43

Para uskup menegaskan bahwa “dalam pe-
milihan umum kita masing-masing bertindak
sebagai warga negara, demi kepentingan negara,
sesuai dengan keyakinan kita masing-masing.
Karena kita orang katolik, maka keyakinan kita
itu berdasarkan agama Katolik”.*# Para uskup
mengajak umat untuk menanggapi pemilihan
umum sebagai kesempatan untuk memperbaiki
mutu kehidupan berbangsa dan bernegara.*s
Memilih partai atau golongan tertentu hendaknya
didasari oleh pertimbangan bahwa partai atau
golongan tersebut akan mampu dan mau memper-
juangkan kesejahteraan rakyat.

Para uskup menegaskan pengertian politik
“sebagai seni mengatur kekuasaan demi kepen-
tingan umum”*, oleh karenanya “politik harus
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ter-
hadap kepentingan umum”.¥ Tolok ukurnya
adalah kesejahteraan umum dan prosedur yang
demokratis.*® Etika politik harus menjadi nada
dasar semua keterlibatan dalam proses bermasya-
rakat, berbangsa, dan bernegara.®® Seluruh umat
Katolik diajak untuk aktif dalam kancah politik
dengan memberi warna etis kepada dunia politik,
yang tampak dalam “membangun mekanisme-
mekanisme demokratis, memperjuangkan ke-
adilan tanpa pamrih, mengembangkan wawasan
kebangsaan yang konsisten serta mencari kese-
jahteraan seluruh rakyat terus menerus”. Para
uskup menyatakan bahwa “kita orang Katolik
merasa wajib untuk menjadi warga negara yang
aktif, maka tidak boleh menghindari kehidup-
an politik aktif”>' Namun, “politik para tokoh
dan kelompok atau partai Katolik tidak mem-
perjuangkan kepentingan umat Katolik, tetapi
kesejahteraan bersama yang memang mencakup
Juga kepentingan umat Katolik yang wajar.’?
Para uskup menegaskan bahwa “kerasulan awam
primer terletak di bidang politik, sosial, ekonomi,
dan sebagainya”.®® Dijiwai iman katolik, pang-
gilan khas umat awam dalam menguduskan tata
dunia di bidang politik adalah terlibat dalam
usaha “agar politik dijalankan demi kesejahteraan
rakyat dan untuk kesejahteraan bersama”.s*

3. IMPLIKASI HUBUNGAN GEREJA DAN
NEGARA MENURUT BRYAN HEHIR

Seorang teolog Amerika Serikat, yakni Bryan
Hehir®, menunjukkan dasar teologis penting
dalam Konsili Vatikan II mengenai persoalan
Gereja-negara dengan menguraikan adanya per-
alihan paradigma dalam Konsili Vatikan II, yakni
peralihan paradigma ‘Gereja-negara’ kepada
‘Gereja-dunia’. Penelitian dan penjelasan Bryan
Hehir menunjukkan acuan dasar teologis bagi
kehadiran Gereja di dunia melalui keterlibatan
dalam urusan publik. Pemikiran Bryan Hehir
berkembang dan mendukung kegiatan publik para
uskup Amerika Serikat yang tergabung dalam
United States Catholic Conference (USCC).

3.1. Bryan Hehir dan Surat-surat Pastoral
United States Conference of Catholic
Bishops: Daya Baru bagi Keterlibatan
Publik

Hehir menjelaskan bahwa Konsili Vatikan
II menempatkan keterlibatan sosial dalam pusat
jati diri Gereja. Konsili dan perkembangan se-
sudahnya meneguhkan Gereja lokal sebagai pela-
ku sosial. Pernyataan Konsili tersebut mengem-
bangkan katolisisme menyangkut Gereja dan
negara yang secara substansial mengubah posisi
dan kehadiran publik Gereja dalam dunia, mulai
dari paus sampai pada paroki di paling bawah.%

Para uskup Amerika Serikat menetapkan
perjuangan dalam empat agenda politik, yakni
perkara aborsi, strategi nuklir, keadilan ekonomi,
dan kebijakan pemerintahan pusat Amerika
Serikat. Para uskup menyatakan sikap yang ber-
landaskan tradisi moral religius dengan menyam-
bungkan pada dimensi tertentu dalam perdebatan
kebijakan publik. Sejak tahun 1973, dalam per-
kara aborsi, para uskup mengambil sikap publik
yang kuat untuk membela hak hidup dari setiap
Jjanin yang dikandung. Sikap ini terungkap dalam
sejumlah pernyataan resmi episkopalis yang
diikuti pula dengan program edukasi dari pa-
roki bagi ‘pembelaan hidup’ dengan dukungan
nasional oleh para uskup.

Menanggapi perdebatan nuklir, para uskup
membentuk sebuah komite khusus yang dipimpin
oleh Cardinal Bernardin dan membuahkan surat
pastoral, The Challenge of Peace: God'’s Promise
and Our Response. Surat pastoral menanggapi
persoalan senjata nuklir dan menegaskan tanggung
Jawab manusia untuk mencipta perdamaian dunia
melalui perdamaian internasional. Menanggapi
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persoalan ekonomi, para uskup Amerika Serikat
juga membentuk komite pimpinan Uskup Agung
Weakland di Milwaukee dan membuahkan surat
pastoral Catholic Social Teaching and the U.S.
Economy. Sedangkan sikap para uskup terhadap
kebijakan pemerintah pusat Amerika terungkap
dalam pernyataan tahunan setiap kali akan
diselenggarakan konggres dan pengungkapan
pernyataan para uskup ini telah terjadi tiap tahun
sejak tahun 1980°7.

Bryan Hehir berada di dalam proses pem-
buatan kedua surat karena sebagai sekretaris dia
bekerja menyusun metode penulisannya, ter-
libat merumuskannya, dan menbahasnya dalam
beberapa tulisan ilmiahnya. Surat pastoral ini
merupakan upaya Gereja lokal menanggapi
panggilan Konsili untuk menjadi hadir di tengah
dunia. Kehadiran ini bukanlah kehadiran dalam
pengertian statis, melainkan kehadiran dalam
terang Konstitusi Pastoral, yakni sebagai Gereja
yang berada praktis dalam dunia, menangkap
tanda-tanda zaman, mengangkat tantangan ma-
nusia, meneranginya dalam terang Injil.*® Hehir
menguraikan bahwa dasar pemikiran bagi akti-
vitas para uskup tergambarkan dalam usaha me-
reka mewujudkan warisan konsili perihal teologi
Gereja-negara dan Gereja-dunia dalam konteks
sistem politik Amerika Serikat. Hehir berpen-
dapat bahwa kedudukan para uskup Amerika
Serikat adalah sebagai warga negara Amerika,
pandangan teologis mereka adalah Katolik, dan
pola pastoral-politik mereka adalah demokrasi.”

3.2. Dinamika sesudah Konsili Vatikan II:
Konteks Baru Gereja-Negara

Hehir menjelaskan adanya sebuah perspektif
baru dari Konsili Vatikan II yang menempatkan
hubungan Gereja-negara sebagai salah satu
unsur di dalam hubungan yang lebih luas ten-
tang Gereja-dunia, dan oleh karena itu menjadi
pengarahan bagi peran lebih luas dari Gereja
di dalam masyarakat sekuler. Maksud utama
dari pengajaran para bapa konsili adalah men-
desak komunitas Katolik untuk terlibat lebih
mendalam dalam sejarah dunia modern. Dampak
perkembangan ini telah membawa Gereja “lebih
politik” secara sosial dan “kurang berpolitik”
secara yuridis dalam hubungan dengan Negara.®

Dignitatis Humanae mengemukakan tiga
prinsip yang merancang struktur hubungan Ge-
reja-negara, yakni: penerimaan pluralisme, peng-
hargaan terhadap sekularitas dalam negara, dan
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kebebasan Gereja. Teks Dignitatis Humanae
menggambarkan bukan “negara Katolik” me-
lainkan negara konstitusional yang memiliki
kekuatan dan fungsi berdasarkan hukum. Pen-
dapat meyakinkan dari Vatikan II adalah bahwa
Gereja akan dapat menyumbang Injil secara
kredibel dan efektif dalam masyarakat bila me-
miliki kebebasan dalam pelayanannya. Konsep
pluralisme, sekularisme dan kebebasan, mem-
bentuk pendekatan Katolik terhadap hubungan
Gereja-negara sesudah konsili.®

Pendekatan secara antropologis dalam
Gaudium et Spes menempatkan pribadi manusia
pada titik perjumpaan antara Gereja dan negara.
Gaudium et spes menyatakan bahwa “berdasar-
kan tugas dan wewenangnya Gereja sama sekali
tidak dapat disamakan dengan masyarakat politik,
dan tidak terikat pada sistem politik manapun
juga. Sekaligus Gereja itu menjadi tanda dan
perlindungan transendensi pribadi manusia”.®
Paragraf ini mengemukakan konsep inti dari
Gaudium et Spes perihal peran Gereja di dunia.
Alasan yang menyebabkan Gereja memasukiranah
publik atau keterlibatan sosial adalah melindungi
dan mempromosikan transendensi martabat
dari pribadi manusia. Gereja melihat perkara
sosial, politik dan ekonomi dalam orientasi pada
martabat pribadi. Dalam pemahaman keterlibatan
sosial inilah, ajaran sosial Katolik menjadi masuk
akal, yakni pembelaan pada martabat manusia
dengan pemahaman mendalam akan hak-hak
asasi manusia, sekaligus membangun konsep
teologis bagi keterlibatan pada sistem sosial atas
nama pribadi manusia.®®

Sumbangan nyata konsili terhadap keterlibat-
an sosial dan publik dari Gereja adalah menempat-
kan pembelaan terhadap pribadi manusia di
pusat eklesiologi Katolik, yang dengan demikian
memindahkan keterlibatan sosial dari pinggiran
ke pusat hidup dan karya Gereja.* Dignitatis
Humanae mengurangi hasrat berpolitik Gereja
pada hubungan Gereja dan negara. Sedangkan
dasar bagi keterlibatan sosial dalam Gaudium
et Spes berdampak telah menerjunkan Gereja
jauh ke dalam arena politik, tepatnya karena
perlindungan terhadap martabat manusia dan
memajukan hak asasi manusia secara nyata dalam
lingkungan politik.

Konsekuensi eklesiologis pertama dari konsili
adalah panggilan memelihara keseimbangan
antara hidup religius yang mendalam dan karya
pelayanan yang secara politik cukup berarti.
Panggilan ini mencakup pentingnya menghadir-
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kan konsep teologi seperti teologi pembebasan
dan teologi politik, sekaligus juga strategi pas-
toral membangun pelayanan bagi hak-hak asasi
manusia dan komunitas basis gerejani. Kon-
seckuensi kedua yang merupakan sumbangan
Vatikan II bagi pelayanan sosial Katolik adalah
penegasan Gereja lokal sebagai pelaku sosial.
Komonchak mengambarkan Gereja lokal yang
ditunjuk oleh konsili sebagai komunitas ekaristi,
keuskupan dan persekutuan Gereja yang lebih
luas.*® Hehir berpendapat bahwa Gereja lokal
ini merupakan persekutuan yang lebih luas pada
tingkat nasional atau regional, termasuk lembaga
konferensi para uskup. Usaha untuk memperoleh
strategi pastoral yang mendalam di bidang religius
dan efektif secara sosial dapat ditempuh dengan
nyata lewat tingkat nasional dan regional.t”

3.3 Pertimbangan Teologis mengenai Gereja
— Dunia dan Pengarahan Pastoral yang
Demokratis

Hehir menjelaskan bahwa Konstitusi Pastoral
Gaudium et Spes menyediakan uraian paling
komprehensif di zaman modern ini bagi tempat
Gereja di dunia. Sumbangan khusus dari dokumen
konsili adalah menyediakan dasar teologis bagi
seluruh pelayanan sosial Gereja.®® Gaudium er
Spes mengemukakan kejelasan teologis hubungan
antara pandangan moral dari ajaran sosial Katolik
dan signifikansi eklesiologisnya.

Kejelasan hubungan tersebut terurai dalam
dua tahap. Pertama, Konstitusi Pastoral meng-
ambil konsep kunci dari ajaran sosial dan meng-
gambarkan peran Gereja di dalam masyarakat
dalam terang konsep tersebut. Gereja, menurut
teks konsili, “sekaligus Gereja itu menjadi tanda
dan perlindungan transendensi pribadi manusia”.®
Dalam pernyataan ini, tugas melindungi martabat
manusia dan membela hak asasi manusia me-
rupakan signifikansi eklesiologis. Lebih dari itu,
Konstitusi Pastoral memanggil Gereja untuk
menempatkan diri dalam usaha menjalankan
tugas-tugas tersebut dalam setiap sistem politik.
Keterlibatan Gereja Katolik, sebagai lembaga dan
komunitas, dalam membela hak asasi manusia
pada budaya politik memberikan kesaksian hu-
bungan ajaran moral mengenai hak asasi manusia
dan ajaran cklesiologis pada pelayanan sosial
Gereja.” Kedua, perumus teks konsili mengakui
bahwa tidak cukuplah meninggalkan argumen
teologis dalam titik hubungan tema moral dan
eklesial. Gereja mengambil serius hubungan dan

keterlibatan pada hak asasi dengan upaya yang
tekun, meski kadang muncul persoalan apakah
hal ini berada dalam kompetensinya atau terkait
dengan politisasi agama. Persoalan yang lebih
penting dalam perkara ini adalah bagaimana
keterlibatan Gereja dalam tugas sosio politik ini
dilakukan tanpa menjadi disebut berpolitik.”

Hehir menggambarkan bahwa pola pastoral
politik para uskup Amerika Serikat adalah
“demokratis” sebagaimana tampak dari surat-
surat pastoralnya, yang disusun melalui proses
demokratis dan membuahkan fungsi demokratis
juga. Proses penulisan surat pastoral memang
tidak hanya dengan mendengarkan pendapat para
ahli, tetapi juga mengedarkan draft rancangan
guna memperoleh tanggapan dari masyarakat
umum.” Penggunaan komponen demokrasi da-
lam proses ini merupakan refleksi dari beberapa
ciri Gaudium et Spes, yakni: berupaya meng-
hargai analisa empiris, berada dalam hukum
dan prosedur disiplin sekuler, dalam semangat
mendatangkan suara dari kaum awam dalam per-
soalan sekuler dan dalam semangat Gereja me-
lanjutkan dialog dengan dunia yang telah dimulai
dari Vatikan I1.7

Hasil dari pastoral adalah demokratis dalam
pengertian bahwa para uskup merancang surat
pastoral sebagai sumbangan bagi perdebatan
dalam masyarakat demokratis. Maksud khusus
para uskup adalah menciptakan ruang bagi
aspek-aspek moral dalam pemikiran politik yang
lebih luas. Dalam terang Gaudium et Spes, para
uskup yakin bahwa mereka memperoleh sesuatu
untuk dipelajari dari dunia dan sesuatu untuk
diajarkan kepada dunia. Meskipun surat-surat
pastoral seringkali masuk dalam perdebatan ke-
bijakan yang khusus, namun para uskup tidak
memberikan tanda bahwa pilihan politik mereka
menyelesaikan perdebatan. Pilihan khusus dari
para uskup berarti memanggil lainnya masuk pada
pendapat moral. Melalui cara ini, dimensi moral
dalam perdebatan politik diberi lebih banyak
perhatian, diberi lebih banyak waktu dan ruang
oleh media dan pembuat keputusan, dan diberi
pertimbangan politik yang lebih berbobot.”

Peran surat pastoral menempatkan para uskup
sebagai aktor dalam proses demokrasi. Arena
pengaruh para uskup pertama-tama ada dalam
komunitas mereka sendiri. Namun, dengan pola
pastoral dan proses yang dipakai membuat mereka
hadir bagi para pemilih yang lainnya, dan inilah
arena opini publik. Peran Gereja dalam demokrasi
adalah mempengaruhi cita-cita opini publik.
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Pembentukan opini publik ini memungkinkan
untuk mempengaruhi pembuat kebijakan tanpa
perlu menentukan pilihan politik. Dalam jangka
panjang, pembentukan opini publik ini barangkali
merupakan cara paling efektif untuk pengajaran
dan kesaksian moral dalam kondisi khusus pada
masyarakat sekular yang hidup dalam kelanjutan
perdebatan public.”> Hehir menegaskan bahwa
kehadiran para uskup dalam perdebatan kebijakan
publik dibentuk oleh teologi Vatikan II dan
pengalaman pelayanan dalam sistem demokrasi
pada masyarakat plural.”

3.4 Gereja Lokal sebagai Aktor Sosial

Konsili dan dinamika sesudahnya telah mem-
berikan dukungan kepada Gereja lokal men-
jadi aktor sosial. Keterlibatan publik para uskup
Amerika Serikat membuahkan tiga pemikir-
an eklesial. Pertama, perhatian utama dalam
hubungan diantara Gereja lokal ada pada persoal-
an-persoalan sekular. Persoalan internal seperti
liturgi, doktrin dan hukum kanonik, telah ditentu-
kan norma-normanya dalam hubungan Gereja-
gereja lokal. Namun, untuk agenda Gaudium et
Spes, perkara memasyarakat dan prinsip-prinsip-
nya masih terus dikerjakan oleh Gereja-gereja
lokal untuk mengatur perannya sebagai aktor
sosial. Struktur kunci dalam proses ini terletak
pada konferensi para uskup.”” Hehir berpendapat
bahwa pada umumnya konferensi para uskup
menyediakan diri terutama untuk mengajar dan
bukan untuk memberikan aplikasi yang konkret
sejelas-jelasnya kepada kaum awam untuk secara
teratur melibatkan diri dalam urusan sekular.”

Hehir berpendapat mengenai pendasaran bagi
keberadaan konferensi para uskup. Pendasaran
pertama ada pada bidang eklesiologis, yaitu bah-
wa Octogesima Adveniens mengajak Gereja lokal
pada tugas untuk membentuk prinsip-prinsip
umum yang menjadi bahan dalam magisterium.
Hehir menunjuk artikel 4 dalam Octogesima
Adveniens yang menyatakan bahwa “merupakan
tugas jemaat-jemaat Kristiani menganalisis secara
obyektif situasi yang khas bagi negeri mereka
sendiri, menyinarinya dengan terang amanat
Injil yang tidak dapat diubah, dan dari ajaran
sosial Gereja menggali asas-asas untuk refleksi,
norma-norma untuk penilaian serta pedoman-
pedoman untuk bertindak”.” Teks pada artikel 4
tersebut merupakan undangan bagi Gereja-gereja
lokal untuk menjadi agen aktif bagi ajaran sosial,
menjadi sumber cahaya, dan penggagas ide yang
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dapat menggerakkan keterlibatan sosial dari
pinggiran ke pusat Gereja.*

Pendasaran kedua terletak pada bidang moral,
yakni pada usaha membentuk kebijakan sosial
dan etika sosial. Prinsip-prinsip moral perlu di-
terapkan ke dalam masalah-masalah sosial su-
paya tampaklah pengertian dan kekuatannya di
dalam menerangi perkara-perkara sosial. Teologi
moral Katolik yang berisi prinsip-prinsip dan
menekankan penalaran moral pada penyelesaian
perkara tertentu, perlu diterapkan dalam persoal-
an-persoalan etika sosial dan etika medis. Pen-
dasaran ketiga terletak pada bidang politik dan
pastoral. Hehir berpendapat bahwa wibawa para
uskup akan meningkat bila mereka tidak hanya
memberi fatwa melainkan melibatkan diri dan
ikut bernalar dan berargumentasi.®!

4. MENGGAGAS KETERLIBATAN
UMAT KATOLIK INDONESIA DALAM
BIDANG SOSIAL-POLITIK

Ajaran para uskup dalam Konferensi Wali-
gereja Indonesia dan pemikiran Bryan Hehir,
sekaligus keterlibatan Gereja Katolik di Amerika,
menjadi bahan untuk memikirkan kembali per-
soalan: hubungan Gereja dan negara, tanggung
jawab moral dan sosial dari umat beriman kris-
tiani, dan kehadiran yang sungguh dari Ge-
reja Katolik Indonesia di tengah masyarakat
Pancasila.

4.1 Tanggung jawab Politik dalam
Kepentingan Religius

Bryan Hehir menegaskan maksud artikel
40-42 dalam Gaudium et Spes bahwa dasar pe-
layanan Gereja terletak pada bidang religius dan
bukan politik. Gereja tidak memiliki karisma
politik secara khusus. Pelayanan religius ini
pada dirinya demi Kerajaan Allah, karena secara
khas, Gereja merupakan “sarana” Kerajaan Allah
dalam sejarah.®> Demi kepentingan inilah, Gereja
menyumbang tanggung jawab sosial politik,
yakni melindungi martabat manusia, memajukan
hak asasi manusia, memperkuat kesatuan ke-
luarga manusia dan meneguhkan makna dari
setiap kegiatan manusia. Perwujudan tanggung
jawab politik ini di jaman modern adalah dengan
pembelaan hak-hak asasi manusia, keterlibatan
mencipta bonum commune, dan perjuangan de-
mokrasi supaya tiap orang mendapat tempat
untuk terlibat dan saling melibatkan diri.
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4.1.1 Orang Katolik sebagai Warga Negara

Hubungan Gereja dan dunia terletak pada ma-
nusia, karena tentang martabat pribadi manusia,
tentang masyarakat manusia, dan tentang arti
mendalam kegiatan manusia, merupakan dasar
bagi hubungan antara Gereja dan dunia, dan
landasan bagi dialog timbal balik antara kedua-
nya.® Para bapa konsili menggunakan pendekatan
antropologis dalam Gaudium et Spes sehingga
menempatkan manusia pada titik perjumpaan
antara Gereja dan dunia.

Gereja dan dunia dipahami berhubungan da-
lam hidup dan usaha masing-masing orang ber-
iman. Segala pekerjaan manusia dan pergaulan
dengan sesama serta pengaturan bermasyarakat
disebut dunia. Pola hidup orang sebagai Gereja
dan sebagai dunia ini mengantar pada pemikiran
bahwa dialog antara Gereja dan dunia sebenarnya
adalah dialog dalam manusia sendiri sebagai
subyek otonom dan anggota Gereja. Dalam pe-
mahaman ini, relasi Gereja dan dunia secara kon-
kret terwujud dalam hubungan komunitas umat
beriman dan masyarakat. Orang Kristen meng-
hayati dan mengekspresikan iman secara sosial
dalam komunitas Gereja, sedangkan otonominya
diungkapkan dan diwujudkan secara sosial dalam
masyarakat yang lebih luas di dalam negara. Oleh
karena itu, hubungan Gereja dan negara selalu
harus dilihat dan dimengerti sebagai hubungan
manusia sebagai anggota Gereja dan anggota
negara.

Hubungan orang beriman kristiani dengan
kehidupan bersama dalam negara adalah hubungan
orang beriman dalam tanggung jawab moral dan
sosial. Menjadi warga negara bagi orang beriman
berarti juga tersangkut pada tuntutan melibatkan
diri dalam menciptakan bonum commune, sebab
kepentingan hidup bersama dalam negara adalah
terciptanya bonum commune. Kepentingan orang
beriman kristiani dalam negara adalah aktualisasi
iman Kristen dalam tanggung jawab moral dan
sosial supaya keselamatan Allah terjadi padanya
dan dalam sejarah umat manusia. Oleh karena
itu, orang Kristen berarti sekaligus warga negara,
yakni mengimani Kristus dan melibatkan diri
pada kebersamaan hidup bernegara.

4.1.2 Hidup Orang Kristiani dan Gereja
demi Bonum Commune

Gereja sebagai komunitas orang beriman ke-
pada Kristus berarti jaringan yang mendorong
keterlibatan dalam hidup sekuler anggotanya,
yakni dalam tanggung jawab moral dan sosial

mencipta bonum commune. Jaringan ini menghu-
bungkan satu sama lain dengan fungsi masing-
masing. Umat awam menjalankan fungsi me-
nguduskan dunia, yakni berbagi hidup ilahi
dalam hidup manusia, dengan keterlibatan meng-
upayakan hidup yang lebih manusiawi bersama
umat manusia seluruhnya. Hierarki, yakni para
pejabat resmi Gereja (uskup, imam, diakon),
berfungsi menyatukan anggota-anggota dalam
komunitas dan menghubungkan komunitas lokal
(Gereja lokal) dengan komunitas umat beriman
seluruh dunia (Gereja universal) dan dengan
komunitas beriman sejak para rasul hingga ke-
datangan Tuhan kembali.

Tindakan gerejani dalam berpolitik selalu
terjadi pada umat awam. Tindakan politis yang
dimaksud disini adalah tindakan dalam dunia
sekuler dan bidang ini ada pada umat awam.
Keterlibatan berpolitik umat awam ini menampil-
kan wajah sosial dan politik Gereja, karena hidup
mereka selalu sebagai dunia dan sebagai Gereja.
Namun, umat awam tidak dapat berbicara dan
bertindak (resmi) atas nama Gereja, karena Ge-
reja sebagai komunitas adalah jaringan orang-
orang di tingkat lokal dan universal di sepanjang
sejarah. Umat awam tidak pada fungsinya ber-
bicara dan bertindak sebagai wakil resmi dari
komunitas. Hierarki itulah yang dapat dan harus
berbicara sekaligus bertindak resmi atas nama
Gereja karena merekalah yang bertugas dan pada
fungsinya untuk menjalankan demikian.

Hierarki, terutama uskup, dapat bicara atas
nama Gereja, tetapi tidak terus menerus ber-
tindak atas nama Gereja. Uskup berbicara atas
nama Gereja karena menjalankan jabatan kepe-
mimpinan hirarkis dari komunitas beriman, se-
kaligus juga menjalankan fungsi pengajaran
dalam komunitas. Dalam setiap pernyataan dan
tindakan resmi hierarki, terutama uskup, di ranah
publik, hal itu berarti sekaligus para uskup men-
jalankan fungsi pengajaran kepada komunitas.
Umat awam menerima pengajaran para uskup
dan mewujudkannya dalam tindak keterlibatan
politis sebagai Gereja.

Komunitas beriman kristiani menyumbang
hidup publik dengan tindakan orang-orang Kristen
untuk menawarkan dan mengaplikasikan prinsip-
prinsip moral kristiani di dalam diskursus bersama
pada proses pembuatan kebijakan-kebijakan hi-
dup bersama. Komunitas beriman kristiani me-
nyumbang masyarakat dengan tindakan orang-
orang Kristen mewujudkan moralitas Kristen
yang mengedepankan pembelaan pada martabat
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manusia. Dalam pemahaman ini, komunitas
beriman Kkristiani cukup berupaya supaya iman
bersama mendapat wujud nyata dalam hidup
aktual sekarang ini.*

4.1.3 Hidup dan Karya Gereja

Aktivitas sosial Gereja, yang berarti aktivitas
keterlibatan orang-orang Kristiani sebagai pribadi
dan komunitas, merupakan tanggung jawab hi-
dup di dalam kebersamaan dengan sesama ma-
nusia lainnya. Oleh karena itu, aktivitas sosial
bukanlah aspek tambahan dalam hidup beriman,
namun suatu perwujudan dari iman yang dihayati.
Prinsip aktivitas atau keterlibatan ini adalah
pembelaan terhadap pribadi manusia. Konstitusi
Pastoral Gaudium et Spes Konsili Vatikan II me-
nempatkan pembelaan martabat pribadi manusia
di pusat eklesiologi Katolik, dan dengan demikian
memindahkan keterlibatan sosial dari pinggiran
ke pusat hidup dan karya Gereja.

Keterlibatan dengan pembelaan terhadap pri-
badi manusia mengantar kontribusi Gereja dalam
hidup bernegara sebagai moral formation, yakni
mengajukan prinsip-prinsip moral supaya selalu
menjadi pertimbangan di dalam hidup bersama
terutama penyusunan kebijakan bernegara.®®
Keterlibatan Gereja ada pada kompetensi etis,
yakni mendiskusikan dan merumuskan serta
menjelaskan dan mewartakan nilai yang pantas
diciptakan dan keyakinan-keyakinan yang pan-
tas dipertahankan. Keterlibatan sosial ini juga
praktis, yakni orang-orang Katolik bersama de-
ngan orang yang berkehendak baik melakukan
tindakan sosial mencipta bonum commune. Orang
Katolik terlibat sebagai bagian dari masyarakat,
sebagai wujud tanggung jawab imannya yang
berdimensi sosial, memiliki hak untuk berbicara
dan menyatakan sikapnya, terlebih dalam mem-
bela nilai kemanusiaan dan kebenaran, mem-
promosikan karya kasih dan keadilan, tanpa
terjebak dalam suatu percaturan politik kekuasaan
tertentu. Sedemikian pula pernyataan para uskup
di ranah publik, pernyataan tersebut bukan demi
kepentingan komunitas Katolik semata, me-
lainkan keterlibatan dalam diskursus publik bagi
kepentingan umum.

4.1.4 Membela Transendensi Pribadi
Manusia

Gereja menjadi tanda dan perlindungan tran-
sendensi pribadi manusia.® Inilah alasan yang
menyebabkan Gereja memasuki ranah publik
atau keterlibatan sosial, yakni melindungi dan
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mempromosikan transendensi martabat dari
pribadi manusia. Gereja meyakini dan mengajar-
kan bahwa manusia adalah dasar, sebab dan
tujuan segala lembaga sosial.¥ Ajaran sosial
Katolik mengembangkan konsep pribadi dalam
keseimbangan antara keunikan individu mandiri
dan keterikatan setiap orang dalam kebersamaan
manusia. Pribadi manusia mandiri bertanggung
jawab dalam dan atas kebersamaan di hadapan
Allah. Dalam pemahaman ini, pembelaan kepada
manusia adalah demi “self-transcendence” bukan
semata-mata “self-fulfillment’. Pembelaan pada
transendensi manusia mencakup pemahaman
mendalam akan hak-hak asasi manusia. Manu-
sia, dan bukan harta benda atau teknologi, me-
rupakan pelaku-pelaku pertama dan sasaran
pengembangan. Pribadi manusia tidak boleh
dijadikan sarana untuk apapun.

Dalam usaha memajukan martabat manusiawi
ini, Gereja dapat dan semestinya menunjukkan
sikap mengutamakan cinta kasih akan rakyat
miskin. Sikap cinta kasih bagi Gereja di Asia
dapat secara khas ditunjukkan dengan peduli pada
kaum transmigran, rakyat pribumi dan suku-suku,
wanita dan anak-anak, karena merekalah yang
sering menjadi korban eksploitasi.®® Magisterium
gerejani bermaksud untuk menerangi suara hati
umat beriman, khususnya mereka yang terlibat
di dalam kehidupan politik, sehingga kegiatan-
kegiatan mereka dimungkinkan selalu melayani
peningkatan pribadi manusia yang integral dan
bonum commune.®

4.1.5 Menggalang Demokrasi

Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan I, Gau-
dium et Spes menegaskan perlu ada tatanan
politik yang memungkinkan semua orang berpar-
tisipasi pada hidup politik.® Dalam suratnya
Octogesima Adveniens (1971), Paus Paulus VI
mengangkat dan meneguhkan kedua aspirasi
politik yang dasariah, yakni: aspirasi orang
akan kesamaan manusia dan aspirasi akan parti-
sipasi semua orang dalam hidup sosial politik.
Kedua aspirasi ini menyuarakan hormat akan
martabat manusia dan sekaligus menuntut agar
seluruh hidup sosial politik ditata secara de-
mokratis, meskipun tidak pernah ada bentuk
politik demokrasi yang seluruhnya memuaskan
aspirasi-aspirasi itu. Centesimus Annus kemudian
dengan tegas menjelaskan Gereja menghargai
dan mendukung demokrasi * Memperjuangkan
demokrasi berarti mendorong semua warga
negara semakin mewujudkan negara demokratis,
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yaitu negara yang diselenggarakan berdasarkan
hukum, dengan pemerintah yang dikontrol oleh
masyarakat warganya, menyelenggarakan pemi-
lihan umum yang luber (langsung, umum, bebas
dan rahasia) dan jurdil (jujur dan adil) untuk
pemilihan elit politiknya, menjunjung hak asasi
manusia, dan memakai prinsip pemenangan
mayoritas melalui perdebatan.®

Gereja dapat menggalang demokrasi dengan
mendasarkan posisi politik pada keyakinan mo-
ral dan religius, terutama dengan mengaitkan
kebebasan demokratis dengan kebenaran me-
ngenai manusia. Martabat manusia pantas di-
lindungi supaya orang manapun tidak pernah
dipakai sebagai sarana atau tujuan apapun dan
supaya semua (tanpa kekecualian) terlibat dan
menyumbang bagi hidup bersama. Gereja mesti
mendukung negara hukum karena demokrasi
sejati hanya mungkin dalam negara hukum dan
atas dasar pengertian tepat mengenai manusia.
Gereja sebagai komunitas perlu mendorong
masing-masing anggota untuk membaktikan diri
mencari kebenaran dan menghayatinya karena
masyarakat politik yang demokratis hidup dari
etika politik para warga. Etika politik para warga
antara lain adalah dengan berpolitik demokratis.
Meski bentuk Gereja cenderung aristokratik,
hidup jemaat di akar rumput dapat ditata secara
demokratis dengan interaksi antar individu dan
kemerdekaan paguyuban-paguyuban. Saat Gereja
hidup dalam semangat partisipasi di tingkat
masyarakat lokal, mereka menciptakan getaran
demokratis dalam masyarakat, dan mampu mem-
berikan kontribusi bagi transformasi masyarakat
secara demokratis.”

4.2 Gereja Lokal: Menjadi Gereja Katolik
Indonesia

Hehir juga menegaskan konsekuensi eklesio-
logis kedua dari hubungan Gereja-dunia dengan
menunjuk peran Gereja lokal sebagai aktor sosial.
Oleh karena itu, Gereja Katolik di Indonesia pun
mesti merumuskan hubungan dan keberadaannya
(sebagai umat dan lembaga) dalam masyarakat
Indonesia, sekaligus mewujudkan keterlibatan
publiknya.

4.2.1 Umat Katolik sebagai Warga Negara
Indonesia

Umat Katolik mesti terlibat dan memberi
teladan meyakinkan dalam usaha mewujudkan
nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup bermasya-

rakat dan dalam urusan pribadi. Keterlibatan
orang beriman berdasarkan motivasi iman. Para
uskup menegaskan bahwa tugas khas umat
Katolik adalah "mewartakan dan memperlihatkan
dengan tindakan, keyakinan dasar sebagai orang
Kristen”.* Kesaksian dengan tindakan yang
kristiani merupakan pewartaan yang efektif, Pe-
wartaan kristiani menuntut tidak sekedar uraian
gagasan melainkan perwujudan dalam tindakan-
tindakan yang nyata. Tolok ukur umat Katolik
dalam segala tindakannya adalah hati nurani yang
diterangi oleh Injil.*

Umat awam itulah yang terlibat langsung
dalam tindak politik praktis di tengah masyarakat.
Umat awamlah yang memerlukan dukungan dan
mewartakan sekaligus mengaplikasikan asas-
asas moral kristiani dalam setiap diskursus hidup
bersama dan perwujudan tanggung jawab moral-
sosial. Hierarki berfungsi menjadi penghubung
diantara anggota komunitas dan penjaga komu-
nitas agar terpelihara iman bersama. Pada saat-
nya hierarki melibatkan anggota komunitas
masuk dalam diskursus mencari penalaran iman
berhadapan dengan persoalan aktual. Dengan
ajaran sosialnya, magisterium Gereja melibatkan
diri pada permasalahan kemasyarakatan sezaman,
dan mengangkatnya sebagai permasalahan etis.
Fungsi ajaran sosial adalah menggerakkan ba-
nyak orang untuk menanggapi dengan bersama-
sama mencari apa yang dapat dan hendaknya
dibuat supaya hidup manusia dalam lingkung-
an kita dapat berlangsung secara manusiawi.
Menjadi warga dalam komunitas kristiani men-
jadi dorongan untuk terlibat pada kepentingan
bersama, supaya berbagi hidup ilahi dapat ber-
langsung di dunia manusia.

4.2.2 Kaum Awam Menampilkan Wajah
Sosial Politik Gereja

Kaum awam mesti selalu berperan serta di
dalam kehidupan umum, artinya terlibat dalam
banyak bidang ekonomi, sosial, legislatif, admi-
nistratif, dan kebudayaan yang beraneka ragam
yang dimaksudkan guna memajukan secara or-
ganik dan institusional kesejahteraan umum.%
Dibimbing oleh suara hati kristiani, kaum awam
memenuhi kewajiban sebagai warga negara
dengan melaksanakan tugas yang tepat memasuki
tatanan duniawi dengan nilai-nilai kristiani. Kaum
awam juga menghormati -hakekat dan otonomi
sepenuhnya dari tatanan itu dan bekerja sama
dengan warga negara lain menurut kompetensi
dan tanggung jawab khusus mereka.’” Usaha ini
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antara lain dengan terlibat pada peningkatan dan
pertahanan kebaikan-kebaikan seperti tatanan
umum dan perdamaian, kebebasan dan kesamaan,
hormat terhadap hidup manusia dan lingkungan,
keadilan dan solidaritas. Dengan keterlibatannya,
umat awam menampilkan wajah sosial politik
Gereja.”®

Umat awam terlibat dalam perkara politik
praktis bukan sebagai wakil (resmi) dari lem-
baga Gereja, meski kehadiran dan pilihan-pilih-
annya adalah sebagai anggota Gereja. Pada
taraf tindakan politik konkret, umat Katolik da-
pat bergabung atau menggunakan partai-partai
politik yang berbeda-beda, termasuk juga lem-
baga-lembaga legislatif yang berbeda. Hal ini
dimungkinkan karena sifat yang tergantung dari
pilihan-pilihan tertentu berhubungan dengan
pengaturan masyarakat, keragaman strategi yang
tersedia untuk menyelesaikan atau menjamin nilai
dasar yang sama, kemungkinan interpretasi yang
berbeda akan prinsip-prinsip dasar teori politik,
dan kompleksitas secara teknis akan banyaknya
masalah-masalah politik.” Namun, umat awam
yang menjadi politisi tetap tidak dapat dipisahkan
dari moralitas.!® Pejabat resmi Gereja tidak perlu
terjun ke dalam politik praktis dan menjabat
dalam perwakilan rakyat seperti di DPR atau
jabatan kementrian serta semacamnya.

4.2.3 Komunitas Basis yang Inklusif dan
Transformatif

Bryan Hehir menyinggung pentingnya komu-
nitas basis gerejawi di dalam pemahaman Gereja
lokal sebagai aktor sosial. Sidang FABC VII juga
merekomendasikan pengembangan komunitas
basis gerejawi sebagai cara baru menggereja guna
menjalankan tugas perutusan kasih dan peng-
abdian di Asia. Pada kenyataan konkrit, komu-
nitas-komunitas basis bertumbuh dengan sendiri-
nya pada tingkat akar rumput ketika orang yang
satu dengan lainnya bersatu dalam kepentingan.

Komunitas basis tumbuh dari bawah dengan
tekad dan kesadaran sendiri masing-masing ang-
gota. Komunitas disebut basis karena menunjuk
pada kelompok akar rumput dan jejaring pada
tingkat bawah yang menjamin ketersentuhan
terus menerus dengan proses hidup yang selalu
berubah. Oleh karena itu, komunitas basis dengan
sendirinya option for the poor, yakni selalu me-
nekankan pilihan dan keberpihakan pada kaum
miskin serta memajukan usaha-usaha untuk
membebaskan masyarakat dari struktur-struktur
yang menindas. Model berkomunitas semacam
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ini akan dapat menjaring anggota masyarakat lain
pada usaha transformasi masyarakat. Komunitas
basis dengan sendirinya akan inklusif juga karena
berjejaring dengan siapapun orang tanpa terbatasi
agama. Kepentingan yang sama membuahkan
kemauan untuk berdialog dengan saudara lain
iman dalam keterbukaan dan saling pengertian.
Dialog inipun juga akan demokratis karena setiap
anggota memperoleh kesempatan terlibat dan
saling melibatkan diri pada usaha bersama.

Usaha untuk melibatkan diri dalam pemba-
ngunan negara Indonesia melalui komunitas basis
perlu diawali dengan kesadaran bahwa komunitas
basis tumbuh dari tekad dan kesadaran masing-
masing anggota dan kerelaan mengakui bahwa
banyak komunitas basis telah tambuh. Komunitas
basis memang mesti terbentuk dulu supaya dapat
menjadi teladan produktif untuk suatu hidup
masyarakat yang manusiawi. Dialog sederajad
diantara para anggota menjadi unsur yang pen-
ting. Komunitas basis dapat dikembangkan men-
jadi komunitas yang hidup dari imannya dan
mencoba menanggapi soal-soal dasar hidup ma-
nusia atas cahaya iman. Komunitas ini mesti
memberi dan memanggil semua anggota untuk
terlibat demi kebaikan bersama''.

Di medan politik pembaruan demokratik,
kelompok basis manusiawi mesti berkompetensi
moral.!? Komunitas basis perlu mengolah ana-
lisa ketimpangan sosial supaya tampil sebagai
tantangan etis. Dari keyakinannya akan ‘hidup
baik’ dan dari kekayaan dunia kehidupan, komu-
nitas membahas nilai-nilai yang bersangkutan
dan mencari preferensi kepentingan. Komunitas
menawarkan usaha dengan tujuan agar hidup
dalam lingkungan kita dapat berlangsung terus,
mendukung pilihan dengan menyebut alasan-
alasan serta mempersatukan para anggotanya
dalam tanggung jawab atas usaha tersebut. Men-
jadi warga dalam komunitas kristiani menjadi
dorongan untuk terlibat pada kepentingan bersama
supaya berbagi hidup ilahi dapat berlangsung di
dunia manusia. Menjadi komunitas kristiani bagi
masyarakat publik adalah menjadi Gereja lokal
yang merupakan komunitas penggagasan moral
dan transformasi. Usaba menjadi komunitas
basis kristiani yang tanggap pada kepentingan
sosial ini, berarti juga menjadi Gereja di Asia
yang beserta sekian banyak rakyat yang miskin
dan tertindas, dipanggil untuk menghayati per-
sekutuan hidup, yang membawakan diri khusus-
nya dalam pelayanan penuh cinta kasih terhadap
rakyat miskin yang tidak berdaya.'®
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4.2.4 KWI: Melibatkan Umat dalam
Perdebatan Publik pada Kompetensi
Moral

Eklesiologi Konsili Vatikan II yang memberi
dasar bagi peran lebih luas Gereja pada dunia
modern telah mendorong para uskup Amerika
untuk terjun lebih mendalam pada ranah publik
guna mempromosikan transendensi manusia
dengan pesan-pesan moral kristiani. Konferensi
Waligereja Indonesia melakukan hal sama de-
ngan rutinitas sidang menggagas perkara internal
gerejani dan persoalan sosial politik hidup
berbangsa di Indonesia. Beberapa surat gembala,
nota pastoral, dan pedoman hidup bermasya-
rakat dikemukakan sebagai ajaran dan ajakan
bagi umat Katolik dan umat lainnya untuk me-
libatkan diri dalam usaha bersama mengatasi
persoalan bernegara dan upaya mencipta kesejah-
teraan. Program atau sikap KWI ini pantas
dikembangkan demi penggembalaan yang se-
makin menggerakkan dan melibatkan, sekaligus
menampilkan wajah sosial Gereja Indonesia.

Peran KWI sebagai konferensi adalah mem-
buka diskursus bagi penyusunan surat pastoral
yang menggerakkan dan melibatkan komunitas
dalam tanggung jawab moral dan sosial di tengah
masyarakat. Sebagaimana para uskup Amerika
menyusun surat pastoral berpola demokratis,
para uskup Indonesia dapat mengupayakan hal
yang sama dengan melibatkan banyak pakar,
terutama kaum awam, yang ahli di bidangnya
masing-masing untuk berbicara bersama perihal
hidup berbangsa. Kompetensi KWI ada pada
kompetensi etis, yakni membuka komunikasi
yang melibatkan penalaran dan kebebasan orang
lain pada kepentingan bersama. Kompetensi etis
mencakup pengetahuan akan asas dan norma
moral yang berlaku dalam komunitas, supaya
ditularkanlah keyakinan dan ajaran moral yang
tumbuh dari kepekaan dan ‘compassion’ pada
hidup yang dialami orang kebanyakan. Kom-
petensi etis juga meliputi penalaran etis yang
memperlihatkan langkah dari sebuah analisa
masalah pada kesimpulan pendirian etis hingga
aturan-aturan tindakan.'® Dalam pengertian ini,
KWI tidak boleh memberi ‘fatwa’, melainkan
mesti melibatkan diri dan ikut bernalar dan ber-
argumentasi.

Secara konkret, KWI dapat mengemukakan
surat pastoral pada persoalan hidup kenegaraan dan
masuk ke dalam perdebatan kebijakan nasional.
Surat pastoral ditujukan kepada komunitas kris-
tiani sendiri dan masyarakat yang lebih luas,

sebagai sumbangan bagi perdebatan dalam ma-
syarakat demokratis. Maksud surat pastoral
adalah menciptakan ruang bagi aspek-aspek
moral dalam pemikiran politik yang lebih luas.
Melalui cara ini, dimensi moral dalam perdebatan
politik diberi lebih banyak perhatian, diberi lebih
banyak waktu dan ruang oleh media dan pembuat
keputusan, dan diberi pertimbangan politik yang
lebih berbobot.!® Dalam pemahaman ini, KWI
berbicara atas nama Gereja Katolik Indonesia.
Pendapat atau pernyataan sikap KWI menjadi
semacam ‘magisterium gerejani Indonesia’ se-
hingga berbicara atas nama Gereja Katolik.
Keterlibatan KWI berbicara di ranah publik
adalah tindakan yang sesuai dengan konstitusi
negara Indonesia sebagai negara Pancasila. Sila
Ketuhanan yang Maha Esa memberi pengertian
bahwa negara mengharapkan dan menuntut
kontribusi komunitas agama dalam pembangunan
hidup berbangsa. Bukan karena alam demokrasi
saja KWI boleh berbicara, namun karena negara
memang menuntut keterlibatan dan sumbangan
agama baik dalam tindakan politik para warga
komunitas agama maupun sikap kebersamaan
komunitas.

Sikap terjun dalam perdebatan publik pada
kompetensi moral juga akan menjadi usaha para
uskup sebagai aktor publik dalam membentuk
dan mempengaruhi perdebatan atau pembuatan
keputusan di masyarakat pluralistik. Hal ini di-
lakukan dengan kedudukan sebagai warga ne-
gara, pandangan teologisnya adalah katolik,
dan melalui perancangan penulisan surat yang
demokratis karena melibatkan umat lainnya. Para
uskup juga dapat mengemukakan pernyataan
resmi episkopalis yang diikuti dengan program
edukasi di tiap paroki agar ajakan-ajakan keter-
libatan sosial politik menjadi nyata dalam tin-
dakan.

5. PENUTUP

Gereja Katolik di Indonesia diajak untuk
dapat membawa Gereja di arena publik dalam
keterlibatan sosial bagi yang lemah, miskin, dan
tersingkir, serta terlibat dalam perdebatan publik
dalam pembentukan opini publik. Kesempatan
akan keterlibatan ini terbuka luas dalam konteks
negara Pancasila. Pertimbangan teologis telah
Jelas memanggil setiap Gereja lokal untuk meng-
analisa secara obyektif situasi yang khas bagi
negerl mereka sendiri, menyinarinya dengan
terang amanat Injil, dan dari ajaran sosial Gereja
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menggali asas-asas untuk refleksi, norma-norma
untuk penilaian serta pedoman-pedoman untuk
bertindak. Oleh karena itu, menjadi tanggung
jawab Gereja Katolik di Indonesia untuk mem-
bawa Gereja di arena publik masyarakat Indonesia
bersama-sama menciptakan bonum commune.
Tanggung jawab ini antara lain dilakukan dengan
berpartisipasi pada urusan membangun keadaban
publik, membela korban pelanggaran hak asasi
manusia, dan bicara soal keadilan dan kebenaran.
Seruan Konsili Vatikan II yang memindahkan
keterlibatan sosial pada pusat hidup dan karya
Gereja, memanggil Gereja Katolik di Indonesia
untuk tidak melulu sibuk dengan kepentingan
internal gerejani, melainkan berpindah tempat
ke hiruk pikuk persoalan masyarakat. Persoalan
korupsi, kekerasan, kerusakan lingkungan, pri-
mordialisme, terorisme, dan fundamentalisme
agama, menanti perhatian dan keterlibatan
penanganan dari umat katolik, sebagai umat dan
lembaga.

Konteks Kketerlibatan sosial Gereja Katolik
di Indonesia memiliki beberapa kesamaan de-
ngan konteks Gereja Katolik di Amerika Serikat,
antara lain: negara bersistem demokrasi, masya-
rakat pluralistik, dan jaminan kemerdekaan
bagi tiap agama untuk berkembang. Konteks
konstitusional ini membuka kesempatan bagi ke-
terlibatan komunitas religius dalam kehidupan
bernegara, termasuk umat Katolik di Indonesia.
Negara Indonesia bukanlah negara agama, juga
bukan negara sekular, melainkan negara hukum
yang mengakui dan memberi jaminan bagi
kebebasan beragama serta memberi kemungkinan
bagi keterlibatan komunitas religius dalam mem-
bangun bangsa. Kondisi konstitusional ini tampak
lebih mudah daripada kondisi di Amerika Serikat
yang menganut undang-undang ‘pemisahan
negara dan Gereja’. Para uskup dalam konferensi
para uskup Indonesia dapat berbicara sebagai
warga negara Indonesia, berpandangan teologis
Katolik, dan berpastoral politik. Surat pastoral,
seperti halnya nota pastoral KWI, menjadi cara
berarti untuk berbicara pandangan dan sikap
Katolik menanggapi persoalan hidup berma-
syarakat dan terlibat dalam perdebatan publik.
Konferensi Waligereja Indonesia dapat terlibat
dalam membentuk opini publik yang mem-
beri alternatif atau tambahan pertimbangan ba-
gi masyarakat luas termasuk para pembuat
kebijakan.

Berhadapan dengan kondisi perpolitikan Indo-
nesia yang sedemikian dinamis, para uskup dan
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umat Katolik dapat senantiasa mempromosikan
etika politik. Umat Katolik dapat mendorong
tumbuhnya pusat-pusat penelitian sosial-eko-
nomi-budaya baik di universitas-universitas
maupun lembaga-lembaga studi mandiri lainnya.
Para uskup dan para imam dapat mendorong
berkembangnya gerakan-gerakan sosial dan
organisasi-organisasi sosial politik yang sedapat
mungkin lintas agama untuk advokasi, class
action atau bentuk-bentuk pemberdayaan masya-
rakat lainnya sebagai upaya semakin memperkuat
civil society.
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